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ABSTRAK

Merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis 
yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan 
hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, 
yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan 
dalam kegiatan barang dan/atau jasa. Merek merupakan suatu tanda, agar tanda 
tersebut bisa diterima sebagai suatu merek maka tanda tersebut harus memiliki daya 
pembeda. Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan 
pemiliknya atau kuasanya. Dalam pendaftaran merek menurut Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sistem pendaftaran merek yang dianut adalah 
sistem pendaftaran konstitutif. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2001, suatu merek apabila tidak didaftarkan, maka tidak ada 
perlindungan hukum terhadap merek tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2001 tentang Merek, tidak menganut asas deklaratif (pemakai pertama 
mendapatkan perlindungan hukum) tetapi menganut asas konstituf (first to file) 
artinya pihak yang pertama mendaftarkan merek yang mendapat perlindungan hukum 
bukan yang pertama kali menggunakan. Penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. 
Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dan lapangan. Data yang 
diperoleh berupa data primer dan sekunder dianalisis secara kualititatif tanpa 
menggunakan angka-angka dan rumus. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu 
ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai merek adalah Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001. Bila suatu perusahaan tidak memproduksi lagi barangnya kemudian 
ada pihak lain yang menggunakan merek perusahaan tersebut maka si pemilik merek 
yang bersangkutan tentu saja dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang 
memanfaatkan mereknya secara tanpa hak. Walaupun si pemilik merek terdaftar tidak 
memproduksi lagi barangnya namun hak kebendaan yang dimiliki atas merek 
perusahaan atau merek dagangnya tersebut tetap merupakan dasar yang kuat bagi si 
pemilik untuk menggugat pihak lain yang menggunakan mereknya secara tanpa hak. 
Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar yang tidak berproduksi lagi 
juga mengacu pada Pasal 76 dan Pasal 79 yang diatur dalam Undang-Ui 
Nomor 15 Tahun 2001.

agMerek

M
XI

i



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup 

seluruh kehidupan bangsa, diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan 

pemerintah. Masyarakat merupakan pelaku utama di samping sebagai obyek 

dalam pembangunan. Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, 

melindungi serta menumbuhkan suasana yang saling mendukung, sehingga 

antara masyarakat dan pemerintah dapat saling mengisi dan melengkapi dalam 

kesatuan langkah, menuju tercapainya suatu tujuan pembangunan di segala

bidang.

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian yang

seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir, serta kecenderungan yang masih

akan berlangsung di masa yang akan datang, adalah semakin meluasnya arus

globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang

kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan 

teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini 

meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar 

tunggal bersama.

1
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Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami adanya tuntutan 

kebutuhan akan pengaturan dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih 

memadai. Apabila dilihat pada beberapa negara, dalam menghadapi perdagangan 

bebas, semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangan atas produk- 

produk barang dan jasa, yang merupakan hasil dari suatu karya intelektual 

manusia, diantaranya merek.

Merek sebagai salah satu kemampuan intelektual manusia, memiliki 

peranan yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan 

jasa, untuk membedakan hasil suatu produk dengan produk lain yang sejenis 

dalam satu kelas. Kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat kaitannya dengan 

kegiatan produksi, karena kelancaran perdagangan akan sangat menunjang 

kegiatan produksi. Pengaturan kembali hak-hak yang timbul dari suatu karya 

intelektual manusia khususnya merek menjadi sangat penting, bukan saja dari 

perlindungan hukum, tetapi justru karena peranannya sangat penting dalam 

kehidupan manusia.

Di dalam dunia perdagangan sendiri khususnya dalam lalu lintas 

perdagangan barang atau jasa, merek memegang peranan yang sangat penting. 

Peran merek di samping sebagai suatu tanda yang dikenal masyarakat juga dapat 

menjadi jaminan kualitas barang atau jasa apabila masyarakat telah terbiasa 

untuk menggunakan merek tertentu.

Di dalam dunia perdagangan merek sangat penting, sehingga 

menimbulkan persaingan-persaingan. Apabila produsen bersaing dalam
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meningkatkan mutu kualitas produk yang dihasilkan tentunya ini merupakan 

sehat dan menguntungkan konsumen. Akan tetapi, apabilapersaingan yang

teijadi peniruan merek orang lain yang digunakan dalam dunia perdagangan, 

selain akan membawa kerugian bagi pemilik merek juga akan membawa dampak

kerugian bagi konsumen. Apabila dengan kemajuan teknologi sekarang ini 

khususnya di bidang informasi, telekomunikasi dan transportasi, sesuatu yang 

teijadi di daerah lain pada saat yang bersamaan sudah dapat diketahui di daerah 

lainnya, tidak terkecuali merek itu sendiri.

Pengaturan mengenai merek dalam rangka memberikan perlindungan 

hukum, bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Selama ini telah ada Undang- 

Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek 

Perdagangan. Namun dalam perkembangan industri dan perdagangan selama ini,

pengaturan merek memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan peijanjian-peijanjian 

internasional yang telah diratifikasi Negara Indonesia serta pengalaman- 

pengalaman administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 1961 yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992

Tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara

I
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1997 Nomor 31) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15Tahun

Tahun 2001 Tentang Merek.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek, tidak hanya

merupakan karya intelektual manusia, tetapi juga diharapkan bahwa

dan minat yangperlindungan hukum tersebut akan membangkitkan semangat 

lebih besar untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru khususnya mengenai merek.

Meskipun merek telah mendapatkan perlindungan hukum, akan tetapi 

masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran dan penyalahgunaan merek oleh 

orang lain yang tidak berhak atas merek tersebut, serta masih kurangnya 

pemahaman masyarakat terhadap merek, sehingga Undang-Undang Merek belum 

dapat diterapkan sepenuhnya dan memerlukan sosialisasi lebih lanjut.

Dengan demikian perlindungan hukum atas merek mutlak diperlukan 

untuk melindungi hak-hak pemilik merek sekaligus sebagai upaya preventif dari 

Pemerintah untuk mencegah pemalsuan dan peniruan atas merek itu sendiri. 

Tidak tertutup kemungkinan jika merek telah terkenal, beredar luas dan 

menguasai pasaran, pemalsuan dan peniruan atas merek tersebut bisa saja teijadi.

Kurangnya pemahaman masyarakat dapat dilihat bahwa merek yang sudah 

mempunyai nama dan menguasai pasaran, ditiru dan dipalsukan oleh pihak lain 

yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek, karena produk yang 

dihasilkan oleh pihak yang meniru dan memalsukan itu seringkah mutunya lebih

Imam Sjahputra Tunggal, Heri Heijandono, Paijio, Hukum Merek di Indonesia, 
Harvarindo, Jakarta, 2005, hlm. 27.
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rendah atau dibawah standar merek yang sebenarnya. Masalah ini tentunya akan 

mengecewakan masyarakat atau konsumen, sehingga masyarakat atau konsumen 

enggan atau tidak mau lagi membeli suatu barang yang mereknya ditiru atau 

dipalsukan, dengan kata lain kepercayaan masyarakat akan berkurang.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya 

pembangunan ekonomi, merek yang merupakan karya intelektual memiliki 

peranan yang sangat penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan 

barang atau jasa.

Memang hal itu agak sulit dapat dimengerti bahwa hak atas merek 

dimasukkan dalam hak milik intelektual mengingat hak atas merek sebagai hak 

untuk memakai tanda, atau merek guna membedakan barang seseorang dengan 

barang orang lain, tidak memiliki unsur pokok sebagai yang diartikan dengan 

pengertian milik intelektual tersebut, yaitu tidak ada unsur usaha intelektual 

dalam bentuk penciptaan atau penemuan. Namun demikian terdapat persamaan 

antara hak cipta, hak patent dan hak merek dilihat dari sifat atau bentuk haknya 

yaitu hak atas benda yang tak berwujud.

Dewasa ini permasalahan Hak Kekayaan Intelektual menjadi sorotan dan 

bahan pengkajian yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik Nasional 

maupun Internasional. Masalahnya adalah bahwa Hak Kekayaan Intelektual 

tidak semata-mata berkaitan dengan hukum saja, melainkan erat berhubungan 

dengan masalah perdagangan, ekonomi, dan pengembangan teknologi juga
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menjadi landasan bagi usaha untuk memajukan sosial kultur (social culture) 

bangsa dan masyarakat pada umumnya.2

Dengan semakin tajamnya persaingan di kalangan dunia usaha dewasa ini 

dan didukung dengan semakin majunya teknologi, maka semakin banyak pula 

terjadi pemalsuan, penjiplakan, dan peniruan atas merek.

Sengketa merek dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:3 

1. Dalam hal penolakan permohonan pendaftaran dari Kantor Direktorat 

Jenderal HKI. Jika permohonan pendaftaran merek dari seorang pengusaha A 

yang memenuhi syarat-syarat tercantum dalam Undang-Undang Merek akan 

tetapi mengandung persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya

dengan merek milik pengusaha B yang lebih dahulu telah terdaftar untuk

barang-barang sejenis maka permohonan pendaftaran tersebut pasti ditolak

oleh Kantor Direktorat Jenderal HKI.

2. Dalam hal pengusaha A terlebih dahulu membuktikan dengan suatu Putusan 

Pengadilan Niaga yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap yang 

menyatakan bahwa dialah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan.

3. Begitu pula apabila suatu merek yang telah didaftarkan itu ternyata memuat 

tanda-tanda, lukisan-lukisan, ataupun kata-kata yang tidak boleh didaftarkan

2
Harsono Adisumanto, Hak Milik Intelektual Khususnya Patent dan Merek Akademi 

Pressindo, Jakarta, 1996, hlm. 44.
3 R.M. Suryodiningrat, Pengantar Ilmu Hukum Merek, Pradya Paramitha, Jakarta, 1976,hlm. 17.
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sebagai merek, maka jaksa dapat minta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

supaya merek itu dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Kantor 

Wilayah Departemen Hukum dan HAM agar merek itu dihapuskan dari 

daftar umum.

Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 terjadinya 

gketa merek juga disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas. Mengenai ini dapat 

kita lihat pada Pasal 72 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang 

isinya menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan 

terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang 

mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara 

tanpa hak, berupa permintaan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek 

tersebut.

sen

Sejak berlakunya pengertian perbuatan melanggar hukum dalam arti luas

(Putusan Hooge Raad 31 Januari, 1919, N. J. 1919, 161) maka setiap perbuatan

yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam hidup bermasyarakat 

baik mengenai seseorang atau hartanya, merupakan suatu perbuatan yang 

bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam hidup bermasyarakat baik 

mengenai seseorang atau hartanya, merupakan suatu perbuatan melanggar 

hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang mewajibkan setiap pelakunya memberi 

ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan
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tersebut, baik berupa uang maupun mengembalikan persoalannya kepada 

keadaan semula.

Demikianlah kini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum antara

lain:4

1. Penyebaran prospektus yang memperdaya, mengakali dan menipu orang-

orang;

2. Penyalahgunaan haknya (misbruik van recht);

3. Persaingan tidak jujur.

Dalam rancangan Undang-Undang yang telah mengalami perubahan

diketengahkan rumusan tentang perbuatan melawan hukum, yakni:

“Perbuatan melawan hukum adalah merupakan perbuatan atau suatu 
kealphaan perbuatan yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan 
dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) 
atau melanggar baik kesusilaan, ataupun bertentangan dengan keharusan 
atau kepatutan yang harus ada dalam masyarakat tentang orang lain atau 
barang”.5

Terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar terdapat dua macam 

perlindungan hukum, yaitu:6

1. Perlindungan berdasarkan hukum perdata.

4 A. B. Loebis, Ganti Kerugian Perbuatan Melawan Hukum, Tarsito, Bandung, 1982,

5 M. A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradya Paramitha, Jakarta,
hlm. 13.

1992, hlm. 24-25.
6 R.M. Suryodiningrat, Op. cit., hlm. 24.
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Dalam rangka merek pengusaha A yang telah terdaftar ditiru oleh pengusaha 

B dalam mereknya untuk barang-barang yang sejenis, maka pengusaha A 

dapat menuntut pengusaha B (tempat tinggal tergugat agar pengusaha B 

membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata).

2. Perlindungan berdasarkan hukum pidana.

Salah satu Pasal yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap

pemilik merek terdaftar yang dilanggar hak-haknya adalah Pasal 76 Undang-

Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yaitu:

(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak 
lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai 
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa 
yang sejenis berupa:
a. gugatan ganti rugi, dan/atau
b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan 

Merek tersebut.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 

Pengadilan Niaga.

Mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar diatur dalam Pasal

28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah:

“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 
(sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan 
itu dapat diperpanjang”.

Dengan adanya pasal-pasal tersebut di atas maka pemilik merek terdaftar 

dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap orang atau pihak lain yang
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menggunakan mereknya secara tanpa hak. Tetapi pada kenyataannya sekarang 

ini sering terjadi dimana seseorang menggunakan merek orang lain secara tanpa 

hak sedangkan si pemilik merek tersebut tidak memproduksi lagi barangnya. 

Dalam hal ini apakah si pemilik merek terdaftar yang diganggu haknya dapat 

juga mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas.

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis 

tertarik untuk menyusun skripsi mengenai merek dagang dengan judul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terdaftar Yang Tidak 

Berproduksi Lagi Yang Disalahgunakan Oleh Perusahaan Lain Yang Tidak 

Berhak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 

Merek”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang dapat diangkat

menjadi permasalahan untuk diteliti dan dibahas adalah:

1. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya penggunaan merek 

secara tanpa hak atas merek terdaftar milik orang lain?

2. Apa saja kerugian yang dapat dituntut oleh pemegang hak merek terdaftar 

yang tidak berproduksi lagi barangnya terhadap pihak lain yang 

menggunakan mereknya secara tanpa hak ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?
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menggunakan mereknya secara tanpa hak. Tetapi pada kenyataannya sekarang 

ini sering terjadi dimana seseorang menggunakan merek orang lain secara tanpa 

hak sedangkan si pemilik merek tersebut tidak memproduksi lagi barangnya. 

Dalam hal ini apakah si pemilik merek terdaftar yang diganggu haknya dapat 

juga mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas.

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis 

tertarik untuk menyusun skripsi mengenai merek dagang dengan judul 

“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terdaftar Yang Tidak 

Berproduksi Lagi Yang Disalahgunakan Oleh Perusahaan Lain Yang Tidak 

Berhak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang 

Merek”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang dapat diangkat

menjadi permasalahan untuk diteliti dan dibahas adalah:

1. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya penggunaan merek

secara tanpa hak atas merek terdaftar milik orang lain?

2. Apa saja kerugian yang dapat dituntut oleh pemegang hak merek terdaftar

yang tidak berproduksi lagi barangnya terhadap pihak lain yang

menggunakan mereknya secara tanpa hak ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?
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3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh 

hak merek terdaftar yang tidak berproduksi lagi barangnya 

terhadap pihak lain yang menggunakan mereknya secara tanpa hak ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?

pemegang

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mempelajari dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya

penggunaan merek secara tanpa hak atas merek terdaftar milik orang

lain.

b. Untuk mempelajari dan memahami kerugian apa saja yang dapat 

dituntut dalam hal hak pemegang merek terdaftar yang dirugikan.

c. Untuk mempelajari dan memahami bentuk perlindungan hukum apa 

yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merek terdaftar yang tidak 

berproduksi lagi barangnya terhadap pihak lain yang menggunakan 

mereknya secara tanpa hak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

rangka pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan dalam bidang ilmu 

Hak dan Kekayaan Intelektual khususnya.

I



12

b. Manfaat Praktis

a. Memberikan informasi bagi masyarakat (konsumen) sebagai pengguna 

barang pada umumnya dan pelaku usaha atau produsen pada khususnya 

mengenai Hak dan Kekayaan Intelektual.

b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam rangka 

penyempurnaan hukum mengenai perkembangan lapangan bidang 

hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai bidang merek.

D. Ruang Lingkup

Skripsi ini beijudul Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang

Terdaftar Yang Tidak Berproduksi Lagi Yang Disalahgunakan Oleh Perusahaan

Lain Yang Tidak Berhak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek. Skripsi ini membatasi pembahasannya hanya pada hal-hal yang 

berkaitan dengan gugatan ganti rugi terhadap penyalahgunaan merek ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dengan adanya 

pembatasan ini, diharapkan pada akhir pembahasan akan dapat ditemukan 

jawaban tentang pembahasan yang ada dan dengan demikian kiranya tercapailah 

apa yang menjadi tujuan dari pada penulisan ini.
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E. Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat 

yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif adalah penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder dan disertai data pendukung atau data primer.7

A.

Data PenelitianB.

Data dari penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dari

.8berbagai bahan hukum seperti:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan

terdiri dari:

a. Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945;

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata);

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH-Pidana);

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer antara lain:

7 Soeijono Soekanto dan Sri Mamudji, Metode Penelitian Normatif, Rajawali; Jakarta,
1985, hlm. 15.

lbid., hlm. 52.
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a. Hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan judul 

penelitian;

b. Teori-teori hukum;

c. Tata Krama dan Tata Cara Pendaftaran Merek;

d. Situs Internet;

e. Buku;

f. Hasil penelitian dan unsur-unsur literatur yang relevan.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Koran dan 

Ensiklopedi.

C. Teknik Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Metode ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan data

sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan

mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan-peraturan yang
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berhubungan dengan gugatan ganti rugi terhadap penyalahgunaan 

merek.9

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, penelitian 

dilakukan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi 

Sumatera Selatan dilakukan dengan wawancara dengan panduan 

dengan Pegawai Bidang Pelayanan Jasa Hukum 

(YANSAKUM) Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM 

Provinsi Sumatera Selatan.

quisioner

2. Analisis Data

Untuk bahan-bahan data primer analisis data dilakukan dengan

analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan sejumlah

data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ke dalam bentuk uraian-

uraian. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian disajikan dalam

keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan cara

mendeskripsikannya ke dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian 

disusun secara sistematis.10 Analisis ini akan memberikan data secara

sistematis, sehingga dapat menjawab seluruh permasalahan yang ada

9 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1. Universitas Gadjah Mada; Yogyakarta,

10 Soeijono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. cit., hlm. 54.
1984, hlm. 9.
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untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari

permasalahan.

Untuk bahan-bahan data sekunder dan tertier, digunakan content

analysis (analisis isi), yang dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah

buku yang menggambarkan situasi masyarakat pada waktu penulisan

mengenai gugatan ganti rugi terhadap penyalahgunaan merek

dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek.


